PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR - TAHUN 2013

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN

Menimbang

Mengingat

PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

a. bahwa dalam rangka cfektifitas dan optimalisasi

pelaksanaan pelayanan di bidang penanganan bencana
kebakaran di Kota Banjarbaru perlu  melakukan
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Pemadam Kebakaran pada Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja Kota Banjarbaru;

b, bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dengan

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Keria Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041) scbagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun
1974 1tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Republik Indonesin Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor
3890);

2, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3822);



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) scbagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4234 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4018) sebagmmana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun
2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4194);

6. Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemenntahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia  Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan
Perangkat Dacrah;

9. Peraturan Dacrah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota
Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA  TENTANG PEMBENTUKAN,
ORQGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PEMADAM KEBAKARAN PADA DINAS SOSIAL DAN
TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru,

2. Penwﬁnuhoncmhsdahhwuﬂcomsaqlarhrudanpemngkmmenh
uwmmmmwmmmmmsmm.

3.  Walikota adalah Walikota Banjarbaru,

4. msmmmwmm&wmmmmm
Banjarbaru,

5, KnpalaDinnDinuSouialdanTcmgachuadathcp;laDinuSodnl
dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.

6. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran vang selanjutnya disingkat
UPT Pemadam Kebakaran adalsh Unit Pelaksana Teknis pada Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru,

8. Kelompokdabamn?ungaionaladahhl(ebmpok Jabatan Fungsional
PcmadachbakamnpadaDinuSosidmemKuiaKw

BAB I
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk kelembagaan Unit Pelaksana Teknis
Pemad-mKehahmnpadaDinasSooialdanTmejaKotaBaniarbam.



Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

Unit PelakamTcknhPemadamKemksmnmcnmnkan.UnchhksamTchﬂs

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru yang berkedudukan
ubapﬂpenyelenggar&tclmisscbagantuwdinas.dmimpinolehmang
chalaUnitPehkadethemadmxcbemanbcmdadibawahdan
bemnmnsjawabkcpadaxepalaDMSodalmemchdaxom
Banjarbaru.

BAB 1l
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

(2) Unmkmehkunakanmgnswbnpiwudilmmd pada ayat (1) Unit
PehknnaTehtisPemadachhakannmempunyaiw:
a. pprumuaank:bﬂahnteknisdalambidmspehymnpemnauhnpn
bencamkcbakamnscamidenmhehﬁakanteknhymgdimphn
b.pwyemwmmmﬁmmnmmmumdi
bidangpenmguhnpnbenamhcbahmn;
¢, perumusan dan penctapan kebijakan operasional, pembinaan,
pengaturan,  pelaksanaan, dan jan  di  bidang

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Struktur

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Umt Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran terdiri
dari :

a, Kepala UPT
b. Sub Bagian Tata Usaha;
¢, Sub Unit Sarana dan Prasarana;
d.  Sub Unit Operasional dan Pengendalian.
(2} Bagansuukturorgminai Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran
sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.



Bagian Kedua
Kepala UPT

Pasal &

Kepala UPT scbagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas
merencanakan, memimpin, m i menyusun kebijakan,
mmmpmmmwﬁmmmmmmpomm
fungsi dari Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

(1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang
beradadibawahdanbgnanggunsjlwabhepadaxepahUP’r.

(2)8ubm§anhm0mhamhmmdimakmd?aul$ayatmhumlb
mempuxwaimgassebnp!beﬁkul:

CH melakaamkanpenyumnrencamdmpmgamk:dn Unit Pelaksana
nmm&mwwmwmecmw
dileuplmnolchl(cpehDh\as;
melaksanakan urusan rumah tangga, keuangan, dan pelayanan
administrasi umum;

¢. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelayanan
urmum;

d. melakukan inventarisasi, verifikasi dan sinkronisasi umum
pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis
Pemadam Kebakaran.

Bagian Keempat
Sub Unit Sarana dan Prasarani

Pasal 8

(I)SubUnitSaranadtansamnAoththub Unit Sarana dan
Sr;ammmba‘tdndibawahdm&rmnggungjawabkepadakpah

(2) SubUnitSnmnadnnPruummaehopimnnldimuknudPudSmt(l)

huruf ¢ mempunyai tugas sebagai berikut ;
a. mdahanahnpenyusmmmdanpwmmbudangm
dan prasarana pemadam kcbakaran sesual dengan kebijakan teknis

b. melaksanakan urusan penataan, pengaturan, penyimpanan,
pemadam

dalam
pmanggulanambahayakebakam\;
d, mmmmmnmmmmmmmamm-
titik rawan kebalkaran.
Bagian Kelima
Sub Unit Operasional dan Pengendalian

Pasal 9
(1) Sub Unit Operasional dan Pengendalian dipimpin olch Kepala Sub Unit
Operasional dan Pengendalian yang berada dibawah dan bertanggung
janbkepndaxepahm.
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(Q)SubUnitOperwonaldnangendali-nsebgpimamdmhudPanls
mxmhurufdmempunyaimgasacb.yiberﬂmt: :

a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja bidang
operasional, pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bahaya
kehahranses\nidcngmlocbijalnmtcknisyangwhhdhzmpkmol:h
Kepala Dinas;

b. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya

kebakaran;
c‘mclaknmhnnmmndar.pedomandmpcwnjukopcmsional
siswmopmdon&lpcmeghan,pengendaﬁandnnpenanaguhnm

BABV
TATA KERJA

Pasal 10

Dalammelaksanahnumsnya.UnixPchkamTchﬂsPenudecbamm
wajib mencrapkan prinsip inasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lhzgkungnnkedanyampunamarumnommiauiunmidenganmgas
masing-masing.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

(1) Segala biaya yang diperiukan untuk pelaksanaan kegiatan pada Unit
Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kota Banjarbaru,

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) di atas, kepada Unit
Pelaksann'feknis?emadamxehtkuandapatdiberikanbanmmi
du\ganpcramranperundang-mdanpnymgbcﬂlkn.

BAB VIl
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 12

(1) chcla_UnltPelalmanaTeh\ichmdamKebahmndaanpchSub
BagianTamUsahadhnglmtdanberhenﬁhnnmmidmgmpemmn
perundang-undangan yang beriaku,

(2) Kepala Sub Unit pada Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran

dan berhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit
Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran,



BAB Vil
ESELONISASI

Pasal 13

Ketentuan yiang mengatur organisasi dan esclonisasi Unit Pelaksana Teknis
Penmdamxebakamndelamkmmnwammmlnimmgpcupadam
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 t:;x:ng Organisasi Perangkat Dacrah.
X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

UPT Pemadam Kebakaran yang sudah ada pada saat berfakunya Peraturan
Walikota ini tetap menjalankan tugasnya sampai terbentuknya Unit Pelaksana
Teknis Pemadam Kebakaran berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota
Banjarbaru Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata
szjaPcmadamKebalunnpadaBadeeumBmdanPeﬂindumn
mm:mmmmpmwmmmmmw.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memermntahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Banjarbaru,
Ditetapkan di  Banjarbaru
pada tanggal - cmmber 2013

WALIKOTA BANJARBARU,

H. M. RUZAIDIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 25 Nbhgmuber 2013
SEKRETARIS DAERAH,

@

BERITA-DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2013 NOMOR
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